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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas peran jaringan elit dalam proses pembentukan Provinsi 

Aceh Leuser Antara sebagai bagian dari dinamika politik lokal di Indonesia. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana aktor-aktor elit, baik di 

tingkat lokal, regional, maupun nasional, membentuk aliansi, memobilisasi sumber 

daya, dan mempengaruhi kebijakan demi mewujudkan pemekaran wilayah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, 

memanfaatkan data primer melalui wawancara mendalam serta data sekunder dari 

dokumen resmi, berita, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara bukan semata-mata didorong oleh 

kebutuhan administratif atau ekonomi, melainkan merupakan hasil dari dinamika 

kepentingan politik elit yang membentuk jaringan strategis untuk memperjuangkan 

agenda pemekaran. Jaringan ini bersifat fleksibel, terdiri atas politisi, tokoh adat, 

pengusaha lokal, dan akademisi yang memiliki kepentingan berbeda namun 

bertemu dalam tujuan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran 

wilayah di Aceh tidak terlepas dari permainan kekuasaan elit, yang menjadikan isu 

identitas, kesejahteraan, dan keadilan sebagai narasi legitimasi dalam perjuangan 

politik mereka. 

Kata kunci: jaringan elit, pemekaran wilayah, Aceh Leuser Antara, politik lokal, 

kekuasaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam dinamika sosial dan politik, Pemekaran wilayah khusunya 

pemekaran Provinsi merupakan fenomena politik yang lazim terjadi di indonesia 

pasca reformasi. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pemekaran ini 

adalah keterlibatan jaringan elit di tingkat lokal maupun nasional. Jaringan elit ini 

terdiri dari aktor politik, birokrat, pengusaha serta tokoh masyarakat yang memiliki 

kepentingan ekonomi dan kedudukan politik yang strategis pada pembentukan 

Daerah Otonom Baru (DOB). Jaringan elit tentunya melirik dan memainkan peran 

strategis dalam menggalang dukungan, menyusun langkah catur politk dan 

memobilisasi setiap sumber daya dalam mendorong agenda pemekaran suatu 

wilayah. Kedudukan jaringan elit dalam proses pemekaran wilayah tidak selalu 

dinilai positif sebagai cerminan dari kepentingan masyarakat. Banyak fenomena 

yang menunjukkan bahwa pemekaran menjadi instrumen untuk memperluas 

kekuasaan, memperkuat patronase politik, serta memperoleh akses terhadap sumber 

daya dan anggaran Daerah Otonom Baru (DOB) yang akan terbentuk. Proses ini 

sering kali dilakukan dengan cara membangun narasi tentang kesenjangan 

pembangunan,kesejahteraan bahkan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan 

yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh legitimasi dari publik dan 

pemerintah pusat.1 

  Saat memiliki legitimasi publik yang kuat jaringan elit cukup mudah 

menarik perhatian ketika berhasil menciptakan opini publik, menggalang kekuatan 

massa dengan sumber daya yang ia punya,hal ini juga disebabkan oleh faktor 

kedudukan elit di dalam posisi penting dalam birokrasi Peran jaringan elit juga 

terlihat dalam bagaimana mereka membentuk koalisi lintas aktor, termasuk melalui 

jalur formal seperti DPR dan Kementerian,maupun jalur informal seperti hubungan 

pribadi dan afiliasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran bukan hanya 

 
1 Hadiz, Vedi R. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. 

Stanford University Press, 2010. 
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persoalan administratif dan geografis, melainkan juga arena pertarungan kekuasaan 

antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan tersendiri.2   

Pasca reformasi usulan pemekaran mencuat dari daerah paling ujung barat 

Indonesia yakni Provinsi Aceh, Usulan mengenai pemekaran provinsi Aceh Leuser 

Antara (ALA) yang mana persoalan ini mencerminkan dinamika sosial dan politik 

yang kompleks. Pemekaran ini tentunya di usulkan dengan berbagai alasan yang 

dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tengah Aceh yang 

dinilai memiliki suatu karakteristik geografis dan sosial budaya yang berbeda dari 

wilayah Aceh lainnya .  

Wacana pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) tentunya memiliki 

catatan historis serta motif yang cukup panjang yang mencakup wilayah dataran 

tinggi Gayo-Alas serta daerah lain yang dikenal dengan keaneka ragaman hayati 

dan kekayaan budayanya. tak hanya itu, wilayah ini juga rentan menghadapi 

tantangan dalam bentuk kesenjangan pembangunan dibandingkan dengan kawasan 

pesisir Aceh. kemudian letak geografis yang cukup jauh dari pusat pemerintahan di 

Banda Aceh juga menyebabkan kurangnya akses terhadap pelayanan publik, seperti 

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.  

Aspirasi terhadap pemekaran wilayah mulai muncul pada tahun 2000-an 

pasca berakhirnya konflik bersenjata di Aceh, Jaringan elit memainkan peran 

sentral dan mendorong pemekaran dengan gagasan pembentukan Provinsi Aceh 

Leuser Antara (ALA) sebagai respon atas persepsi ketimpangan pembangunan dan 

Wilayah Tengah Gayo-Alas merasa identitas budaya dan kepentingan politik 

mereka dimarginalisasi dibandingkan Wilayah Pesisir Aceh yang mendominasi 

pada sektor penting birokrasi khususnya pasca penandatanganan Memorandum Of 

Understanding (MoU) Helsinki pada tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM).3 

 
2 Aspinall, Edward. “The Politics of Patronage and Reform: Political Settlements in Post-New 

Order Indonesia.” Journal of East Asian Studies, vol. 14, no. 1, 2014, pp. 1–28 
3 ICG (International Crisis Group). Aceh: Post-Conflict Complications. Asia Report No. 139. 

Jakarta/Brussels, 2007 
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 Namun, dibalik narasi keadilan pembangunan dan aspirasi daerah,terdapat 

kepentingan politik dari aktor-aktor elit lokal yang merasa tidak terakomodir dalam 

struktur kekuasaan pasca konflik. Wilayah yang tergabung dalam usulan Provinsi 

ALA seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, secara 

historis memiliki basis politik yang berbeda dengan kawasan basis GAM. Elit-elit 

lokal dari wilayah ini merasa termarjinalkan oleh dominasi politik kelompok pro-

GAM yang menguasai pemerintahan provinsi pasca perdamaian. Selain empat 

wilayah tersebut Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam adalah dua 

wilayah yang secara geografis berada di ujung barat daya wilayah yang kerap 

dikaitkan dengan Aceh Leuser Antara (ALA). Secara administratif, keduanya 

pernah menjadi satu wilayah, sebelum Subulussalam memisahkan diri dan menjadi 

kota otonom pada tahun 2007. Keduanya memiliki keterikatan historis dan sosial 

dengan Aceh Tenggara dan Gayo Lues, yang merupakan bagian inti dari perjuangan 

ALA. Namun demikian, dukungan dari kedua wilayah ini tidak pernah sepenuhnya 

solid, dan tidak sekuat dukungan dari wilayah Gayo (Aceh Tengah, Bener Meriah, 

Gayo Lues) maupun Alas (Aceh Tenggara). Hal ini dikarenakan faktor identitas 

lokal yang berbeda Masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam mayoritas berasal 

dari etnis Pakpak, Singkil, dan Mandailing yang secara budaya lebih dekat dengan 

Sumatera Utara daripada dengan masyarakat Gayo-Alas dan Kekuatan politik lokal, 

Beberapa elit politik di Subulussalam dan Singkil pernah menyatakan bahwa 

mereka lebih tertarik memperkuat otonomi daerah daripada bergabung dengan 

provinsi baru yang belum pasti terbentuk.4 

Salah satu tokoh yang sentral perjuangan pemekaran yang merupakan ketua 

presidium (ALA) Mustafa M.Tamy jugamerupakan mantan bupati Aceh Tengah 

pernah menuangkan poin pokok pemikirannya melalui catatan singkat terkait 

pemekaran (ALA) yaitu pertama, makna pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara 

bukan bermaksud memisahkan diri dari Aceh tetapi memekarkannya secara 

administratif,agar dapat membangun lebih cepat,lebih tepat dan lebih akurat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua belah pihak,hal ini sama halnya 

 
4  Rohmah, Ummi. “Politik Identitas dalam Gerakan Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara”, 

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 23, No. 2, 2019. 
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antara jawa barat dengan banten,sulawesi dengan gorontalo,riau dengan kepulauan 

riau.5 

Komposisi jaringan elit pendukung pemekaran Aceh Leuser Antara (ALA) 

cukup kuat dikarenakan terdiri dari beberapa Kepala daerah yang menjabat pada 

keempat wilayah itu ,anggota legislatif (DPRK), tokoh adat, hingga pengusaha 

lokal. Jaringan elit lokal ini terus memanfaatkan hubungan politik di tingkat 

nasional untuk melobi percepatan proses legislasi pemekaran. Elit ini juga 

membangun narasi tentang identitas kultural masyarakat Gayo-Alas sebagai entitas 

yang berbeda dari wilayah pesisir,guna memperkuat legitimasi politis agar 

mempercepat proses  pemekaran. 

Perjuangan ALA ini juga banyak melibatkan nama elite besar lokal salah 

satunya Tagore Abubakar merupakan nama yang cukup kuat dikenal dikalangan 

masyarakat wilayah tengah sebagai nama besar yang mengagas pemekaran Provinsi 

Aceh Leuser Antara (ALA) Sebagai politisi asal Aceh Tengah yang pernah 

menjabat sebagai anggota DPRD Aceh, Bupati Kabupaten Bener Meriah dan 

anggota DPR RI, Tagore memainkan peran penting dalam membawa isu ALA ke 

tingkat legislatif. Ia secara aktif melakukan pendekatan kepada anggota DPR-RI 

dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II 

DPR- RI yang membidangi pemerintahan dan pemekaran daerah.  

  Proses pergerakan perjuangan Aceh Leuser Antara (ALA) semakin masif 

dan sistematis pada tahun 2008 para elit lokal membentuk wadah perjuangan yang 

lebih terogranisir yaitu Komite percepatan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara 

(KP3ALA) yang beranggotakan tokoh adat serta Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten (DPRK) pendukung pemekaran ini. Organisasi ini dibentuk 

memiliki fungsi dan peran yang cukup strategis dalam proses penyusunan proposal 

dan kajian akademik dalam mendukung pemekaran dan ikut andil di dalam ruang 

publik untuk terus menyuarakan agar pemekaran dapat direalisasikan. 

 
5  https://lintasgayo.co/2020/10/13/tulisan-alm-mustafa-m-tamy-terkait-pemekaran-ala/ 
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Komite Percepatan Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) 

gencar melakukan koordinasi ditingkat elit maupun sipil, hal ini ditandai dengan 

keterlibatan perwakilan organisasi hadir di dalam agenda Rapat Dengar Pendapat 

(RDP) Komisi II DPR-RI . Mereka juga kerap menggalang elemen mahasiswa yang 

terhimpun dalam Aliansi Gayo Merdeka dan pemuda dari keempat wilayah 

pendukung pemekaran itu untuk gencar melakukan aksi unjuk rasa baik di daerah 

maupun ibu kota dengan tuntutan percepatan pemekaran.6  

 Perjuangan pembentukan provinsi ALA pastinya memiliki tantangan serta 

hambatan yang cukup hebat dari berbagai faktor, diantaranya hambatan secara 

hukum, kemudian kurangnya dukungan dari pemerintah pusat apakah karena 

jaringan elit di tingkat pusat kurang memadai maupun persoalan stabilitas politik 

dan juga pandangan dari masyarakat terhadap wacana pemekaran ini dari segi 

kepentingan maupun alasan perdamaian, maka dengan landasan tersebut penulis 

ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana peranan daripada elit dalam 

pembentukan Provinsi ALA dengan judul “Peran Jaringan Elit Dalam Pembentukan 

Provinsi Aceh Leuser Antara“. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah adalah pernyataan yang jelas terhadap hal-hal tertentu. 

Di mana hal itulah yang dijadikan sebagai perhatian dan yang diberi titik fokus 

untuk diteliti lebih lanjut. 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis membuat rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana peran jaringan elit lokal dalam mendorong usulan pemekaran 

Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA)? 

2. Apa saja motif politik, ekonomi, dan sosial yang mendasari keterlibatan 

jaringan elit dalam proses pemekaran wilayah Aceh Leuser Antara (ALA) 

? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 
6 Serambi Indonesia. “KP3ALA Desak Pemerintah Segera Realisasikan Pemekaran ALA.” Edisi 

2012 
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Dalam suatu penelitian ilmiah perlu adanya suatu tujuan penelitian. Tujuan 

penelitian ialah acuan terhadap hasil-hasil seperti apakah yang hendak dicapai dari 

sebuah penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengidentifikasi motif sosial politik daripada keterlibatan jaringan 

elit dalam proses pemekaran wilayah Aceh Leuser Antara (ALA). 

2. Menganalisa dinamika dan strategi daripada jaringan elit dalam mendorong 

usulan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). 

3. Sebagai referensi penelitian dan memberikan rekomendasi pada proses 

pemekaran. 

1.4 Manfaat Penelitian  

        Penelitian ini diharapkan member manfaat antara lain:  

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan ilmu politik, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi peneliti atau mahasiswa yang tertarik untuk melakukan 

penelitian peran elit politik dalam proses pemekaran daerah. 

2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya teori jaringan sosial dan 

elit, terutama dalam konteks pengaruh jaringan elit terhadap perubahan 

iklim politik dan proses pemekaran wilayah . 

3. Secara kelembagaan, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pengembangan strategi kelembagaan lokal di wilayah Aceh untuk 

menyusun strategi efektif dalam memperjuangkan pemekaran yang inklusif 

dan berkeadilan . 

 

 

 

 

 


